ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, Polisi dituntut mampu untuk
menggunakan kewenangan diskresinya dengan mengedepankan pendekatan
keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana. Dasar hukum yang digunakan
oleh Polisi untuk menangani perkara pidana melalui keadilan restoratif selain
Undang-Undang Kepolisian juga kebijakan internalnya yaitu Peraturan Kepolisian
Nomor 8 Tahun 2021, dalam Perpol tersebut membuka peluang bagi kepolisian
untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan seksual, tidak memberikan peluang sama sekali terhadap aparat penegak
hukum khususnya kepolisian untuk menggunakan kebijakan non penalnya
walaupun telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan diskresional dalam
penindakan kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan
hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (library research) dan
studi dokumen. Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu
dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam menangani
kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif adalah
dimungkinkan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya, sebagaimana
hal ini juga didasarkan kepada kebijakan internal kepolisian dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, walaupun dengan disahkannya UU TPKS
sekarang dalam praktiknya tidak memberikan peluang terhadap Polri untuk
menggunakan kewenangan kebijakan non-penalnya dalam menangani kasus
kekerasan seksual. Perlu adanya perluasan dan pembaharuan kewenangan Polisi
untuk menggunakan kewenangan diskresinya terhadap penggunaan pendekatan
keadilan restoratif yang tidak terbatas pada tindak pidana ringan saja melainkan
juga untuk tindak pidana biasa, sebagaimana praktik tersebut diterapkan di Belgia.
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ABSTRACT

In today's legal developments, the police are required to be able to use their
discretionary authority by prioritizing a restorative justice approach in handling
criminal cases. The legal basis used by the police to handle criminal cases through
restorative justice is regulated in its internal policy through Police Regulation
Number 8 of 2021, which opens opportunities for the police to handle sexual
violence cases through a restorative justice approach. However, Law Number 12
of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence does not provide any
opportunity for law enforcement officials, especially the police, to use non-penal
policies even though there has been peace between the victim and the perpetrator,
so that under this law every case of sexual violence must still be processed by the
police in accordance with the applicable procedural law.

This study aims to determine the discretionary authority in prosecuting sexual
violence cases through a restorative justice approach. This research is a normative
legal research using a statutory approach and a comparative approach. The
sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal
materials. The method of collecting legal materials is library research and
document study. Meanwhile, the method of analyzing legal materials used is the
deductive inference model.

The results of the study concluded that the use of police discretionary authority
towards restorative justice in handling cases of sexual violence can be possible, as
in its internal policy through Police Regulation Number 8 of 2021, which provides
opportunities related to this, although with the passing of the TPKS Law now in
practice it does not provide opportunities for the Police to use its non-penal policy
authority in handling cases of sexual violence. There needs to be an expansion and
renewal of the prospect of police authority to use their discretionary authority to
use restorative justice approaches that are not limited to minor crimes but also for
ordinary crimes, as is the practice in Belgium.
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